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Abstract 
In a material law state or called as modern law state (welfare state), the government be accounted for realize 
public welfare in various fields of life. Therefore, the government is given the authority or independence to 
interfere in the affairs of citizens. The government was given Freies Ermessen, namely the independence that 
the government had to participate in social economic life and the freedom not to be bound by the products of 
parliamentary legislation. Although the government or state administration is given a freedom does not mean 
that the government acts arbitrarily, but it is also limited by morals and law and can be responsibled.  
Keywords: Restrictions, Freies Ermessen Pricinple 
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I. PENDAHULUAN  
Kita menyadari bahwa negara hukum merupakan suatu negara yang penyelenggaraan 
pemerintahanya didasarkan pada hukum. Salah satu ciri penting dalam negara hukum yaitu 
kekuasaan berlaku sesuai hukum yang berlaku, artinya setiap tugas atau wewenang yang diemban 
dipergunakan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.  
Negara hukum, sekarang ini, telah menghasilkan suatu konsep negara hukum kesejahteraan 
(Negara hukum materiil) artinya tugas negara sebagai pelayan publik harus melaksanakan suatu 
kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Dengan demikian tugas negara bukan hanya 
sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban saja, tetapi juga ikut campur tangan dalam setiap sektor 
kehidupan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan semakin besarnya keterlibatan administrasi negara 
atau pemerintah dalam mejalankan tugasnya. 
Dalam menyelenggarakan fungsi administrasi negara, negara harus memiliki aparatur-aparatur 
yang standar perlakuannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial. Negara, melalui 
aparatnya, harus melaksanakan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat, hal tersebut diatur 
melalui hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, dimana negara harus mengatur dan 
menjalankan keadilan pada masyarakat diseluruh bidang kehidupan masyarakat. Namun saat ini, 
suatu negara modern tanpa adanya Hukum Administrasi Negara di dalamnya sangat sulit melakukan 
campur tangan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.  
Mengingat luasnya aspek kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan, 
maka belum tentu setiap persoalan yang dihadapi dan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah/
administrasi negara sudah tersedia aturannya yang dikeluarkan oleh badan legislatif.  
Dalam keadaan seperti ini membawa administrasi negara kepada suatu konsekuensi khusus, 
yaitu memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, terutama dalam 
penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul yang peraturan penye1esaiannya be1um ada. 
Kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri ini dalam Hukum Administrasi Negara disebut dengan 
pouvoir discretionnaire atau freies Ermessen.  
Namun dalam hal ini, dengan adanya frues Ermessen bukan tidak menimbulkan masalah, akan 
tetapi kemungkinan terjadinya pe1anggaran terhadap hak warga negara yang semakin besar. Oleh 
karena itu, untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap hak warga negara perlu adanya batasan-
batasan malalui asas legalitas dan kesejahterraan masyarakat dari pemerintah (Marbun, 1997). 
Menurut (Jamal, 2017) dalam penelitiannya mengungkapkan asas freies ermessen hadir sebagai dasar 
pemerintah untuk membuat peraturan kebijakan agar penyelenggaraan fungsi pajak dapat terlaksana 
sebagaimana mestinya. Meskipun demikian kesewenag-wenangan maupun kelalaian pejabat 
adminisgtrasi negara bisa saja terjadi dan mengakibatkan kerugian Sehingga untuk mencegah 
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kemungkinan terjadinya kesewenang wenangan atau kelalaian pejabat administrasi negara yang 
mengakibatkan kerugian untuk itu, maka diperlukan adanya tolok ukur dan pengujian terhadap 
peraturan tersebut. Pentingnya peranan Hukum Administrasi Negara, yaitu untuk memungkinkan 
administrasi negara dapat menjalankan tugasnya dengan benar, untuk melindungi warga masyarakat 
terhadap sikap tindak administrasi negara dan untuk melindungi administrasi negara itu sendiri, agar 
freies Ermessen yang ada pada administrasi negara tersebut tidak disalahgunakan, maka diperlukan 
adanya pembatasan terhadap penggunaannya. (Dharma & Sukerti, 2016) dalam penelitiannya 
mengemukakan freies ermessen merupakan sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat 
atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada 
Undang-undang Dengan kata lain, ada batas yang mesti dipenuhi oleh administrasi negara dalam 
menggunakan frues Ermessen. Dari uraian tersebut nyatalah bahwa freies Ermessen mempunyai 
kedudukan yang penting dalam Hukum Administrasi Negara. 
Istilah freies Ermessen tidak dapat dipisahkan dengan wewenang pemerintahan dalam 
bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan bertanggungjawab atas 
tindakan sendiri. Secara etimologis, istilah freies Ermessen berasal dari bahasa Jerman, sedangkan 
dalam Bahasa Inggris dekenal dengan istilah "discretion" atau "discretionary power", di Indonesia 
lebih dikenal dengan istilah diskresi yang berarti "kebebasan bertindak" atau keputusan yang diambil 
atas dasar penilaian sendiri (Sadjijono, 2008). Jadi freies Ermessen merupakan kebebasan administasi 
negara pemerintah berdasarkan penilaian sediri. Menurut (Marbun, 2000) istilah freies Ermessen 
artinya kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-
tugas penyelenggaraan kepentingan umum.  
Senada dengan itu, Marzukid dalam (Sadjijono, 2008) mengatakan bahawa freies Ermessen 
adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan. Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk 
bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar 
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada pejabat publik selaku pengambil keputusan. 
Pengertian lain dikemukakan oleh Admosudirdjo dalam (Sadjijono, 2008), diskresi adalah 
suatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, dengan kata lain 
freies Ermessen adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan 
yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya 
suatu tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum (Saputra dalam 
(Sadjijono, 2008)). Namun berbeda dengan (Winarno, 2008) mengartikan dalam negara hukum 
material dapat disebut negara hukum modern, pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan 
umum diberbagai lapangan kehidupan. Untuk itu pemerintah diberi kewenangan atau kemerdekaan 
untuk turut campur dalam urusan warga negara. Pemerintah diberi freies Ermessen yaitu 
kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial ekonomi dan 
keluasaan untu tidak terikat legislatif parlemen.  
Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa freies Ermessen merupakan kebebasan 
bertindak yang diberikan kepada administrasi negara untuk mengambil keputusan sendiri dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. 
II. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dengan memajukan kesejahteraan umum, Negara Indonesia terkategori sebagai negara hukum 
moderen ataupun bercorak wifare state (welvaarstaat; wohlfahrlstaat) ditujukan untuk mencapai 
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. 
Hal ini mengakibatkan pemerintah harus berperan aktif, turut serta dalam bidang-bidang 
kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga kepada pemerintah dilimpahkan pelayanan publik. 
Supaya pelayanan publik dapat mencapai hasil maksimal, administrasi negara diberikan suatu 
kebebasan tertentu untuk berbuat atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
pelih yang memerlukan penanganan secara cepat melalui freies Ermessen. Menurut (Ratu, 2012) 
peran pemerintah/kepala daerah dalam menerapkan Freies Ermessen yang dimiliki, diharapkan 
mampu memahami Freies Ermessen sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi 
tindak pidana korupsi. Kepala Daerah dalam menerapkan Freies Ermessen yang dimiliki, diharapkan 
mampu memahami Freies Ermessen sebagai tindakan hukum administrasi Negara. 
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Meskipun peran freies Ermessen kepada pemerintah merupakan konskuensi dari negara 
kesejahteraan tetapi selalu berdasarkan negara hukum dan tidak digunakan tanpa batas. Penggunaan 
asas freies Ermessen sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dari penerapan asas legalitas untuk 
berperan secara maksimal dalam negara kesejahteraan dalam melayani kepentingan masyarakat yang 
sedang berkembang.  
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian wewenang freies Ermessen kepada pemerintahan 
merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata 
usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian komplek (Marzuki dalam 
(Ridwan, 2011). Di sisi lain Mustafa dalam (Ridwan, 2011) mengemukakan bahwa freies Ermessen 
diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu 
menyelenggarakan kesejahteraan umum, berbeda dengan fungsi kehakiman yang menyelesaikan 
sengketa antar penduduk. 
Dari pendapat diatas dapat dikatakan pemberian wewenang freies Ermessen atau diskresi 
(discretion) adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya 
sendiri dalam melaksanakan kewajiban hukum.  
Pada prinsipnya setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan asas freies 
Ermessen selalu memperhatikan batasan batasan yang diatur oleh hokum tertulis maupun hukum 
tidak tertulis. Menurut Muchasan dalam buku (Sadjijono, 2008) pembatasan-pembatasan freies 
Ermessen adalah sebagai berikut:  
1. Penggunaan freies Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku 
(kaedah hukum positif) 
2. Penggunaan freies Ermessen hanya ditujukan demi kepentingan umum. 
Sehubungan hal di atas, Basah dalam (Ridwan, 2011) berpendapat bahwa pelaksaan freies 
Ermessen harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan 
mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 
Dalam pratek penyelenggaraan pemerintahan freies Ermessen dilakukan oleh adminitasi 
negara/pemerintah dalam hal-hal yang dikemukakan oleh (Ridwan, 2011) sebagai berikut: 
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian konkrit terhadap 
suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya 
dalam menghadapi suatu bencana alam maupun wabah penyakit menular, maka aparat pemerintah 
harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan 
sematata-mata timbul atas prakarsa sendiri 
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar buat apparat pemerintah memberikan 
kebebasan sepenuhnya. Mjsalnya dalam pemberian ijin berdasarkan pasal 1 HO, setiap pemberian 
ijin bebas untuk menafsirkan menimbulkan keadaan bahaya sesuai dengan situasi dan kondisi 
daerah masing-masing.  
3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi keleluasaan untuk 
mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi 
tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah 
bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah. 
Adapun yang dikemukan oleh Panjaitan bahwa freies Ermessen mempunyai unsur dan 
sekaligus merupakan batas toleransi sebagai kunci tolak ukur dari freies Ermessen yaitu: 
1. Adanya kebebasan atau keluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri. 
2. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu. 
3. Harus dapat dipertanggungjawabkan. 
Demikian juga yang disampaikan oleh Basah dalam (Tutik, 2010) mengakan pemerintah 
dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan tujuan negara melalui 
pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena. 
Dari pendapat tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan 
administrasi negara atau pemerintah melalaui asas freies Ermessen harus berdasarkan undang-undang 
yang berlaku, memeparhatikan kepentingan umum, dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral 
maupun secara hokum dan memperhatikan asas-asas umum pemerintah yanmg baik, dan untuk 
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mengindari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang dari administrasi negara atau 
pemerintah. 
III. SIMPULAN 
Mengingat sedemikian luasnya tugas pelayanan publik yang harus dilaksanakan, maka 
administrasi negara memerlukan keleluasan gerak, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan 
penting yang mendesak, sementara aturan untuk itu belum ada atau belum jelas. Keleluasan bergerak 
administrasi negara ini disebut freies Ermessen. Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara 
adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak adrninistrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum 
untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang 
mendesak yang aturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. 
Adanya freies Ermessen ini memberikan "ruang gerak" bagi administrasi negara dalam menjalankan 
tugasnya. Dengan berbagai pertimbangan, freies Ermessen ini sebaiknya diberikan kepada 
administrasi negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah (eksekutif) beserta seluruh jajarannya, baik 
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Walaupun tindakan administrasi negara diberikan 
kebebasan bertindak untuk mengambil putusan sendiri tetapi harus dibatasi oleh moral dan hukum 
dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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